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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai suatu negara agraris karena mayoritas 

masyarakatnya bekerja menjadi petani ataupun berladang, untuk 

masyarakat Indonesia tanah pertanian memiliki peran yang sangat penting 

untuk mencukupi kebutuhan hidup, khusunya warga perdesaan yang 

sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidupnya serta perngasilannya 

dari usaha pada sektor pertanian. Negara ini telah diuntungkan karena 

dikaruniai hamparan tanah yang sangat luas, keberagaman hayati yang 

melimpah serta beriklim tropis yang menunjang untuk bercocok tanam. 

Tanah memiliki fungsi sosial untuk menunjang pembangunan nasional 

yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perihal ini 

telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai 

Peraturan  Dasar Pokok  Agraria  pada Pasal 5 menyatakan bahwa “hukum 

agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan nasional 

yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan aturan-aturan yang 

tercantum dalam undang-undang ini dan undang-undang lain, segala 

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 

agama”. 

Membahas mengenai sektor pertanian tak luput dari kebutuhan 

tanah sebagai salah satu SDA yang paling utama. Dan juga kebutuhan 
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tanah yang meningkat pesat seiring bertambahnya penduduk, baik 

digunakan untuk tempat tinggal maupun untuk tanah pertanian itu sendiri.  

Tanah pertanian pada umumnya berbentuk petak-petak serta 

diantara setiap petaknya dibatasi oleh pematang, yang biasanya ditanami 

bahan pokok seperti padi, jagung, palawija, sayur-sayuran dll. Tanah 

pertaniaan di Desa Serangan, Kecamtan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 

bisa diikatakan masi sangat luas, namun masih terjadi ketimpangan atau 

ketidak seimbangan kepemilikan tanah pertanian. Tidak semua petani di 

Desa tersebut mempunyai tanah pertanian sendiri namun ada juga yang 

memiliki lahan pertanian sendiri tetapi dengan tanah pertanian tersebut 

belum mencukupi kebutuhannya, namun dapat dijumpai juga pada Desa 

tersebut tanah pertanian yang tidak terawat yang dikarenakan pemilik 

tanah sedang sakit atau tidak mampu ataupun sedang berpergian, hal itu 

mendorong penggarap (petani yang tidak mempunyai tanah sendiri) 

mengolah lahan pertanian punya orang lain dengan cara mengadakan 

perjanjian bagi hasil. 

 Pada dasarnya perjanjian merupakan sekumpulan perikatan-

perikatan yang mengikat seseorang yang bersangkutan.
1

 Subekti 

berpendapat perjanjian ialah suatu hal dimana satu individu berikrar 

terhadap individu lainnya.
2
 Perjanjian merupakan suatu hubungaan hukum 

yang dimana para pihak yang melakukan persetujuan mempunyai 

kewajiban serta hak yang harus dipenuhi. Secara yuridis perjanjian diatur 

                                                 
1
 J.Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 4. 

2
 Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 36. 
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dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 

satu orang atau lebih”.
3
  

 Berdasarkan Pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1960 mengenai Perjanjian Bagi Hasil menyatakan bahwa “perjanjian 

dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak 

dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-

undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap 

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha 

pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua 

belah pihak”.  

Dilihat dari bentuk dari perjanjian sendiri bisa berwujud suatu 

ikatan yang berisi perjanjian ataupun persetujuan secara lisan maupun 

tulisan.
4

 Perjanjian bagi hasil di Desa Serangan  yang terjadi ialah 

perjanjian secara lisan berdasarkan hukum adat yang dibuat oleh pemilik 

tanah dengan penggarap berdasarkan atas rasa saliing percaya, tolong 

menolong antar pihak dan yang sudah disetujui dan mencapai kata 

sepakat, maka dalam perjanjian ini tidak terdapat kontrak atau akta yang 

tertulis. Di dalam suatu perjanjian diatur hak dan kewajiban para pihak 

yang harus dipenuhi  masing-masing pihak tapi tidak jarang didalam 

prakteknya ada pihak yang lalai yang kemudian menyebabkan sengketa 

dalam perjanjian, oleh karena itu perlu diatur akibatnya hukum jika terjadi 

                                                 
3
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

4
 Hasanudin Rahman, 2000, Legal Drafting, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 4 
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sengketa. Dikarenakan perjanjian bagi hasil tersebut masih dilaksanakan 

dengan lisan atau dengan ucapan saja oleh karena itu tidak memiliki 

landasan hukum yang nyata jika terjadi sengketa.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan 

mendalami problematika tersebut lebih lanjut, maka penulis memilih judul 

penelitian sebagai berikut : “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI 

HASIL TANAH PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Serangan, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagamaimanakah bentuk dan isi perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo,  Kabupaten 

Ponorogo ?  

2. Bagaimanakah faktor pendorong dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa 

Serangan, Kecamatan Sukorejo,  Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimanakah bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa dalam  

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Serangan, 

Kecamatan Sukorejo,  Kabupaten Ponorogo?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk dan isi perjanjian 

bagi hasil tanah pertanian di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa 

Serangan, Kecamatan Sukorejo,  Kabupaten Ponorogo 

c. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa dalam 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Serangan, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mendapatkan gelar 

sarjana Strata 1 (S1) dalam program studi ilmu hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakata. 

b. Untuk memberikan manfaat berupa menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan dalam bidang ilmu hukum terutama pada lingkup 

hukum perdata mengenai  Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di 

Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang 

baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada 

khususnya mempergunakan ilmu yang telah diperoleh penulis 

selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis 

maupun praktis yaitu sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

dan wawasan dibidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum 

perdata yakni tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa 

Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo serta dapat 

menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan, atau memberi 

pemahaman dan wawasan terkait adanya perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Ponorogo yang dilakukan hanya secara lisan. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih 

jauh dan membantu masyarakat yang belum mengetahui ketentuan 

atau peraturan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian yang terjadi di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Ponorogo agar dalam pelaksanaannya bisa sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai gambaran atau 

informasi bagi penelitian-penelitian sejenis ini di bidang ilmu 

hukum khususnya hukum perdata tentang perjanjian bagi hasil 
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tanah pertanian yang terjadi di Desa Serangan, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang dilakukan hanya secara lisan. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: 

Di dalam KUHPerdata telah dijabarkan perihal ketentuan yuridis 

mengenai perjanjian, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu: Pengertian 

perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1313, dalam Pasal 
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tersebut dijelaskan dijelaskan perjanjian adalah suatu hal yang mengikat 

satu individu maupun lebih, mengenai syarat sahnya perjanjian ialah 

syarat obyektif serta subyektif datur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 

mengenai sebab yang dilarang dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1337, 

mengenai akibat hukum atas perjanjian diatur dalam Pasal 1331 

KUHPerdata, mengenai wanprestasi dalam perjanjian diatur dalam Pasal 

1238, 1239, 1242 KUHPerdata. 

Sama halnya dengan perjanjian pada umumnya perjanjian bagi 

hasil juga dilaksanakan oleh beberapa pihak yang mempunyai tujuan yang 

sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ini penggarap 

diperbolehkan merawat atau mengolah lahan seproduktif mungkin, lalu 

hasil yang didapatkan dibagi dua setara sesuai dengan persetujuan yang 

dilakukan kedua belah pihak. 

Di dalam KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian berdasarkan 

bentuknya ada dua macam ialah perjanian secara tertulis serta perjanjian 

secara ucapan atau lisan. Dalam hal ini perjanjian bagi hasil di Desa 

Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo biasanya 

menggunakan perjanjian lisan, para pihak merancang perjanjian bagi 

hasilnya dilakukan secara tidak tertulis atau secara lisan dengan ucapan 

saja.  

Perjanjian wajib didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak 

yang membuat perjanjian, sebelum melakukan kesepakatan pemilik tanah 

serta penggarap melaksanakan perundingan mengenai isi perjanjian bagi 

hasil yaitu berupa pokok perjanjian, sistem pelaksanaan bagi hasilnya, 
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kewajiban serta hak pemilik tanah serta penggarap, dan jangka waktunya 

bila diperlukan. Bila perundingan tersebut sudah mencapai kata sepakat 

perjanjian dianggap sudah sah serta dapat diteruskan. 

Perjanjian telah disepakati para pihak serta dapat dianggap sah, 

step selanjutnya ialah penerapan isi dalam perjanjian yang telah disepakati. 

Pada step ini pihak yang bersangkutan wajib menerapkan isi dalam 

perjanjian yang telah disepakati berupa melaksanakan kewajiban serta hak. 

Apabila pihak yang bersangkutan telah menjalankan kewajiban serta 

haknya mereka dianggap telah melakukan prestasi begitu pula sebaliknya 

mereka akan dianggap wanprestasi jika hak serta kewajibannya tak 

dijalankan dengan baik atau terdapat kelalaian. 

Step yang paling akhir yaitu telah selesainya suatu perjanjian dan 

terhapusnya ikatan, mengenai cara terhapusnya perjanjian diatur dalam 

pasal 1381 KUHPerdata. Apabila kedapatan adanya sengketa antara kedua 

belah pihak yang berupa wanprestasi maka harus ditentukan cara 

menyelesaikan sengketa secara hukum baik melalui pengadilan atau 

litigasi maupun diluar pengadilan atau non litigasi. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian mempunyai pengertian yakni sesuatu kegiatan 

dengan sifat ilmiah dimana berdasarkan pada sistematika serta suatu 

pemikiran yang mempunyai tujuan untuk memperlajari satu ataupun lebih 



10 

 

 

 

dari suatu gejala hukum dan cara menganalisisnya.
5
 Metode yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dengan teknik 

wawancara. metode pendekatan yuridis empiris dengan kata lain dapat 

disebutkan sebagai penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut juga 

penelitian secara lapangan, yaitu suatu penelitian yang mengkaji 

ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku kemudian digabungkan 

dengan data dan perilaku dari peristiwa yang telah terjadi didalam 

masyarakat.  

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Desa Serangan, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikarenakan penulis 

sudah melakukan observasi singkat di Desa Serangan, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dari hasil observasi tersebut penulis 

menemukan permasalahan yang akan penulis jadikan topik dalam 

penelitian  dan juga  Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo merupakan tempat domisili penulis, jadi dalam hal ini 

memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.  

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitun penelitian deskriptif, 

digunakannya penelitian ini agar dapat memproleh data yang lebih 

                                                 
5
 Kelik Wardiono. 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, hal.6 
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detail tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
6
 Sehingga 

penelitian ini diharapkan dapat terfokus untuk mengungkapkan dan 

memberi penggambaran mendetail dan subjektif mengenai perjanjian 

bagi hasil tanah pertanian di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Ponorogo.  

4. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Merupakaan data yang didapatkan secara langsung yang 

berasal dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis 

menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Data primer 

dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang penelitian. Data ini diperoleh dengan 

melakukan wawancara terstruktur dengan informan dilapangan 

yaitu warga Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo khususnya pemiliik tanah dan petani penggarap yang 

sedang melakukan perjanjian bagi hasiil tanah pertanian.  

b. Data Sekunder 

Data yng didapat melalui telaah teoritis kepustakaan 

meliputi  buku-buku, peraturan UU yang berlaku, jurnal hasil 

penelitian, artikel/karya tulis ilmiah, pendapat pakar hukum dan 

literature yang lain yang relevan dengan penelitian ini.
7
 Antara 

lain: 

                                                 
6
 Soejono soekamto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, Hal.10 

7
Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, hal 32. 
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1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yang dibutuhkan penulis dalam 

menyusun penelitian ini adalah bahan berupa peraturan 

perundang-undangan antara lain : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata); 

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang 

Perjanjian Bagi Hasil. 

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 

Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa 

Pertanahan. 

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang 

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahaan hukum yang mendukung penjelesan lebih 

lanjut terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur-

literatur,buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal 

hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan 

penelitian guna mengkaji permasalahan yang ada dalam 

penelitian. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum yang menunjang serta memberikan 

informasi lebih jauh dari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum dan 

internet yang relevan dengan penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan meruapakan metode yang dipakai untuk peneliti 

mengumpullkan data-data, menganalisis, mempelajari ketiga bahan 

hukum yang terdapat dalam data sekunder yaitu bahan hukum 

primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. dengan 

cara mengutip literatur-literatur, jurnal serta buku
8
 yang relevan 

dengan penelitian. 

b. Wawancara 

Metode wawancara dipakai untuk mendapatkan informasi 

langsung dengan melakukan wawancara dapat mengulik fakta-

fakta yang terjadi dilapangan serta pendapat responden .
9
 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dipakai yaitu Metode Kualitatif, melalui cara 

pengelompokan data yang didapat dilapangan serta menghubungkan 

                                                 
8
M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99. 

9
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57. 
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dengan data kepustakaan, lalu di kategorikan antar satu dengan yang 

lain, lalu dilakukan interprestasi guna memahami data.
10

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan serta menganalisis dan mendapat gmbaran 

secara keseluruhan terkait isi penelitiian, oleh karena itu hasil penelitian 

akan disusun dalam format 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis. 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN: 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian 

2. Unsur Perjanjian 

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian 

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

                                                 
10

 Komang Agus, “Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang 

Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umerejo Kecamatan Busungbiu 

Kabpaten Buleleng”, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 (2020), hal.120. 
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5. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

6. Prestasi, Wanprestasi, dan Overmacht 

7. Hapusnya Perjanjian 

B. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil 

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil 

2. Subyek Perjanjian Bagi Hasil 

3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil 

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil 

5. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil 

6. Pembagian Hasil Atas Tanah Pertanian Dalam Perjanjian Bagi 

Hasil 

7. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap  

C. Perjanjian Bagi Hasil Dalam Islam 

1. Musaqah 

2. Muzara’ah 

3. Mukharabah 

D. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan 

1. Pengertian Sengketa Pertanahan 

2. Penyebab Atau Faktor-Faktor Terjadinya Sengketa Pertanahan 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk dan isi perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa 

Serangan, Kecamatan Sukorejo,  Kabupaten Ponorogo 
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2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Serangan, Kecamatan 

Sukorejo,  Kabupaten Ponorogo 

3. Bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Serangan, Kecamatan 

Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

  




